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I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai Instrumen Ekonomi 

Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian, 

khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan 

bahwa: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah 

dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup”. Instrumen Ekonomi Lingkungan 

Hidup meliputi: 

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 

b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan 

c. Insentif dan/atau Disinsentif. 

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, berbagai instrumen ekonomi harus dikembangkan dan diterapkan 

sesuai dengan tujuan pemanfaatan instrumen ekonomi dimaksud, yaitu 

agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mampu berjalan dengan 

efektif dan efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian, serta benar-benar 

mengarah pada keberlanjutan. 

www.peraturan.go.id



No.6134 -2- 

Instrumen ekonomi penting dikembangkan karena memperkuat 

sistem yang bersifat mengatur (regulatory). Pendekatan ini menekankan 

adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup sebagaimana 

diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ekonomi 

diperlukan untuk merangsang penanggung jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan agar menaati persyaratan lingkungan hidup karena antara lain 

terhindar dari membayar pinalti atau mendapat hukuman, menghemat 

pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi, dan mendapatkan 

Insentif apabila kegiatannya memberikan dampak positif pada upaya 

pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Penerapan instrumen ekonomi sebagai Insentif dan Disinsentif ibarat 

koin dengan 2 (dua) sisi mata uang. Kemudahan dan dorongan diberikan 

ketika terpenuhi ketaatan, dan bahkan besaran Insentif dapat terus 

meningkat sejalan dengan semakin membaiknya kinerja. Sebaliknya, 

beban dan tambahan kewajiban ditimpakan saat kinerja terus turun dan 

bahkan terindikasi tidak taat. 

Penerapan instrumen ekonomi dibutuhkan karena sebagian besar 

modal alam dan lingkungan hidup, yaitu diantaranya ekosistem dan 

keanekaragaman hayati, adalah sumber daya milik bersama atau barang 

publik. Barang publik memiliki karakteristik akses terbuka, seringkali 

tidak mempunyai pasar formal, dan secara umum dihargai rendah 

(undervalue). Instrumen ekonomi melalui perencanaan pembangunan dan 

kegiatan ekonomi diantaranya mengutamakan pendekatan valuasi yang 

telah memasukkan manfaat ekosistem yang non market sebagai nilai 

yang harus diperhitungkan secara riil. Dalam praktiknya, pendekatan 

seperti ini akan memudahkan penghargaan atas jasa-jasa lingkungan 

hidup oleh para penggunanya dan terdorong keinginan untuk menjaga 

keberlanjutannya. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 
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Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “statistik dasar” adalah statistik 

yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang 

bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, 

yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, 

makro yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab 

instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang 

statistik. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “statistik sektoral” adalah statistik 

yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan instansi tertentu dalam rangka 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi 

pemerintah yang bersangkutan. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Neraca aset dalam satuan mata uang pada penyusunan PDB dan 

PDRB LH digunakan sebagai informasi mengenai indikator 

penyusutan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 

kemudian digunakan sebagai faktor penyesuaian dalam penyusunan 

PDB dan PDRB LH. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Perlindungan tata air tidak meliputi nilai perolehan air. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “Jasa Lingkungan Hidup lainnya” 

adalah jasa-jasa lingkungan hidup yang masuk dalam 

kategori fungsi penyediaan sumber daya alam 

(provisioning), pengaturan alam dan lingkungan hidup 

(regulating), penyokong proses alam (supporting), dan 

pelestarian nilai budaya (cultural), termasuk juga 

diantaranya jasa penampung dan penjernih buangan 

limbah atau emisi (sink). 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Penerapan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar 

Daerah secara terpadu adalah saat Pemerintah Daerah selaku 

Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Setiap Orang atau 

kelompok masyarakat selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup 

berada dalam wilayah kewenangan yang berbeda. Penerapan 

terpadu dilaksanakan karena anggaran Pemerintah Daerah 

tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam anggaran 

Pemerintah Daerah dimana Setiap Orang atau kelompok 

masyarakat tersebut berada untuk kemudian disalurkan 

Pemerintah Daerah penerima kepada Setiap Orang atau 

kelompok masyarakat tersebut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “biaya ekonomi upaya Pelestarian 

Fungsi Lingkungan Hidup” adalah biaya yang terjadi 

karena upaya dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, 

seperti: pembelian bibit tanaman, pemeliharaan tanaman. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “biaya pemberdayaan masyarakat” 

adalah biaya yang timbul sebagai implikasi agar 

masyarakat yang terlibat dalam skema kerjasama dapat 

memenuhi kewajibannya, seperti pelatihan tentang 

pemeliharaan tanaman. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan kerjasama” 

antara lain biaya administrasi, biaya operasional. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “hibah daerah” adalah pemberian 

dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat 

atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan 

dilakukan melalui perjanjian. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah belanja 

Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau 

peningkatan kemampuan keuangan. 

Yang dimaksud dengan “urusan lingkungan hidup” adalah 

pada sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Huruf a 

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah 

kepada Setiap Orang melalui bantuan sosial didasarkan 

pada pemenuhan kriteria perlindungan masyarakat dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah 

kepada Setiap Orang melalui belanja barang dan jasa 

untuk urusan lingkungan hidup berupa serah terima 

barang dan/atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

kepada Setiap Orang. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
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Pasal 15 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “jumlah” mencakup kategori, jenis, 

dan besaran jumlah Jasa Lingkungan Hidup yang 

dimaksud dan nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan 

Hidup Antar Daerah yang diberikan. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “tata cara penyaluran” mencakup 

diantaranya mekanisme penyaluran sesuai bentuk 

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah 

yang diberikan, tata laksana kelembagaan dan 

administratifnya, jangka waktu dan frekuensinya. 

Huruf g 

 Cukup jelas.  

Huruf h 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 
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Pasal 18 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 19 

Biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat 

dicantumkan dalam dokumen lingkungan hidup, laporan 

pemantauan lingkungan hidup, laporan pengelolaan lingkungan 

hidup, rencana kerja tahunan, atau dokumen lainnya terkait 

pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Huruf a 

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dapat 

berbentuk dana jaminan reklamasi, dana jaminan pasca 

tambang, asuransi pengelolaan Limbah B3 atau 

nomenklatur lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sektor teknis terkait. 

Huruf b 

 Cukup jelas.  

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 
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Pasal 25 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Sumber dana lainnya dapat mencakup skema pendanaan 

baru yang diterapkan oleh pemerintah, seperti hasil 

investasi, sumbangan/amal, tanggung jawab sosial 

perusahaan, hasil perdagangan karbon, pinjaman, dan 

bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sumber dana lainnya dapat bersumber dari namun tidak 

terbatas pada United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC). 

Ayat (2) 

 Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah swasta, lembaga 

non-pemerintah dan masyarakat. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas.  

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 28  

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pemberi hibah dan donasi” antara lain 

adalah penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, lembaga, 
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dan/atau masyarakat yang bersumber dari dalam maupun luar 

negeri. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 29  

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 

menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk 

upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, 

termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim 

sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim 

berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim 

dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat 

perubahan iklim dapat diatasi. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “perlindungan lapisan ozon” adalah 

upaya menghapuskan secara bertahap penggunaan bahan 

perusak ozon guna mencegah penipisan lapisan ozon serta 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup 

dan kesehatan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung pengendalian 

perubahan iklim” mencakup antara lain kegiatan alih dan 

pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas institusi 

dan sumber daya manusia, dan penelitian dan 

pengembangan di bidang pengendalian perubahan iklim 
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serta inventarisasi gas rumah kaca, pengelolaan sistem 

monitoring, pelaporan dan verifikasi serta pengelolaan 

pencatatan/registry. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas 

Ayat (5) 

 Cukup jelas.  

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

Contoh pengelolaan keuangan lainnya adalah dana 

perwalian. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kriteria penaatan 

hukum” adalah pemenuhan seluruh kewajiban yang 
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terutamanya adalah di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Sebagai contoh antara lain 

pelaksanaan verifikasi terhadap legalitas kayu melalui 

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

Label yang diajukan oleh Usaha dan/atau Kegiatan disebut 

juga sebagai label swadeklarasi. 

 

Pasal 34 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kriteria ramah lingkungan hidup” 

meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur 

hidup produk, mencakup diantaranya pemilihan bahan 

baku, pemilihan jenis energi untuk produksi, proses 

pembuatan, pemanfaatan, dan pasca pemanfaatan. 

Huruf b 

 Cukup jelas.  

Huruf c 

 Cukup jelas.  

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas.  
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Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “mendorong peluang pasar bagi 

barang dan jasa yang telah memperoleh Label Ramah 

Lingkungan Hidup”, sebagai contoh diantaranya adalah 

pengadaan barang berbahan baku kayu oleh pemerintah 

berlogo V-legal, dan penerapan Ekolabel. 

 

Pasal 37 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 
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Pasal 43 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 
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